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MOTTO : 

 
“What’s meant to be will always find it’s way” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Manusia hidup merupakan makhluk sosial yang berinteraksi dengan 

yang lainnya, sebagai contohnya adalah interaksi yang dilakukan oleh 

manusia dalam sesuatu hal. Salah satu bentuk interaksi yang dilakukan oleh 

Manusia sebagai makhluk sosial adalah saling melakukan perjanjian.1 Para 

pembuat perjanjian yang boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang 

menyimpang daripada Pasal-Pasal yang ada dalam perjanjian, hal ini juga 

disebut sebagai berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. 

Perjanjian itu merupakan hal daripada suatu peristiwa yang dimana 

seorang berjanji untuk melakukan sesuatu hal, maka timbullah suatu 

hubungan antara kedua orang tersebut dinamakan perikatan.2 

Perjanjian terbuka atau mempunyai satu asas yang dinamakan asas 

kebebasan berkontrak yang artinya yang diberikan seluas-luasnya kepada 

siapapun untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja yang dimana 

melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 

 

 

 

 

 

 
 

1 Rosa Agustina, Hukum Perikatan, Jakarta, Pustaka. 2012, hlm 199. 
2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm. 1. 
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Para pembuat perjanjian yang dimana boleh memuat ketentuan-ketentuan 

sendiri yang dapat menyimpang dari Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian, 

pasal-pasal dari hukum perjanjian itu bersifat pelengkap, yang artinya pasal- 

pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang dapat membuat suatu perjanjian, kalau mereka tidak mengatur sendiri 

hal itu maka berarti sesuatu tersebut akan tunduk pada undang-undang.3 

Dengan adanya sistem terbuka maka hukum perjanjian 

mengisyarakatkan asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 

1338 ayat 1 yang menjelaskan juga bahwa segala perjanjian yang dibentuk 

secara sah berlaku secara undang-undang bagi yang membuatnya. 4 

Dengan begitupula dapat dikatakan dalam Pasal 1320 mengandung 

arti kemauan yang dimana para pihak untuk saling mengingatkan diri dari 

pada Asas konsualisme yang mempunyai hubungan yang sangat erat 

hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan ini merupakan 

perwujudan dari kehendak yang bebas. 

Pengaturan mengenai perjanjian yang menurut Undang-Undang 

terdapat dalam Buku III KUHPER, pengertian perjanjian yang dijelaskan 

Pasal 1313 KUHPer yang mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ibid., hlm. 12. 
4 Bambang Catur PS., Pengamanan Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak 

Guna Bangunan, Vol. 2 No, 2, Jurnal Cita Hukum hlm. 90. 



 

 

perbuatan perjanjian yang dimana perbuatan dengan satu orang atau lebih 

mengikatkan diri. 5 

Tindakan-tindakan yang mengikatkan diri sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata mengandung pengertian bahwa diantara para 

pihak telah muncul persetujuan, persetujuan itu sendiri berisi pernyataan 

kehendak antara para pihak, dengan demikian persetujuan tidak ada hal lain 

adalah penyesuaian kehendak dari para pihak.6 

Selain dapat menimbulkan persetujuan antara para pihakk, perjanjian 

juga menimbulkan akibat hukum yakni memunculkan hak dan kewajiban 

daripada masing-masing para pihak yang telah mengikatkan dirinya, 

kewajiban pada hal pemenuhan suatu prestasi dari satu pihak atau lebih 

kepada pihak lainnya maka dapat dikatakan sebagai suatu prestasi atau 

pemenuhan janji, 

Suatu perjanjian yang juga harus memenuhi persyaratan sahnya suatu 

perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPER, bahwa Syarat-syarat 

tersebut terkait dengan subjek dan objek dari suatu perjanjian. Syarat pertama 

dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian (syarat subjektif), sedangkan 

syarat ketiga dan syarat keempat berkaitan dengan objek perjanjian (syarat 

 

 

 

 

 

5 Albertus Yudhistira R. P., Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh Pihak 

Ketiga Karena Debitur Tidak Diketahui Keberadaannya di PT. Bank Tabungan Negera 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta, hlm. 15. 
6 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 23. 



 

 

objektif). Apabila salah satu dari keempat syarat diatas tidak terpenuhi maka 

bisa menyebabkan cacatnya suatu perjanjian.7 

Diantaranya perjanjian tersebut yang timbul daripada masyarakat, 

salah yang paling banyak terjadi dalam kehodupan sehari-hari adalah 

perjanjian jual beli, perjanjian kreditu merupakan perjanjian pokok yang 

bersifat riil, sebagaimana perjanjian, maka perjanjian adalah asssornya, ada 

dan berkaitan dengan jaminan tergantung pada perjanjian pokok.8 Perjanjian 

kredit juga merupakan perjanjian pendahuluan yang dimana perjanjian kredit 

mendahulukan perjanjian utang piutang, sedangkan perjanjian utang piutang 

merupakan perjanjian pelaksanaan perjanjian pendahuluan atau perjanjian 

kredit.9 

Perjanjian kredit konsensuil, yang dimana perjanjian itu sendiri 

bersifat riil yang bersifat bahwa perjanjian baru ada setelah ada uang yang 

dipinjamkan dalam bentuk perjanjian kredit yang secara nyata ada pada 

debitur, pada praktiknya dalam suatu masyarakat, tidak jarang ditemukan 

kasus mengenai seseorang yang melakukan perjanjian jual beli dibawah 

tangan atas obyek jual beli yang masih terikat jaminan bank, dalam perjanjian 

tersebut biasanya pun pihak pembeli mengetahui bahwa sertifikat hak atas 

tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut masih harus dijaminkan kepada 

 

 

 
7 Kartini Mulyadi, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, Jurnal Universitas 

Indonesia Fakultas Hukum, Vol. II Cet. 3., Tahun 2008, hlm. 89-90. 
8 Hermansah, Hukum Perbankan Nasiona Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada 

Media Group, 2005, hlm. 75. 
9 Budi Untung, Kredit Perbankan Indonesia, Yogyakarta, Andi, 2000, hlm. 30. 



 

 

bank sebagai jaminan utang. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam 

yaitu:10 

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan (baik benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak); 

2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan 

Penjaminan pelunasan utang debitur pada perjanjian kredit itu sendiri 

biasanya debitur memberikan suatu jaminan kebendaan yang salah satunya 

berupa hak atas tanah yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 

4/1996 yang berkaitan dengan Tanah.11 Pada undang-undang yang 

memberikan perlindungan hukum .12 

Hak tanggungan yang timbul apablila sebelumnya telah diperjanjikan 

di dalam perjanjian utang piutang yang menjadi dasar pemberian utang yang 

menjaminkan dengan hak tanggungan itu bahwa yang memberikan hak 

tanggungan pengertian hak tanggungan yang berdasarkan uuht menjelaskan 

bahwa tanah ada hal tanggungan yang beserta benda-benda yang berkaitand 

dengan tanah yang selanjutnya juga disebut juga sebagai hak tanggungan13 

dibebankan pada hak atas tanah yang dimaksud dalam uuht yang berarti tidak 

berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan tanah itu, pelunasan 

 

 
 

10 HS Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo, 

2007, hlm. 23. 
11 Ida Rofida, Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek Dalam Praktek Bisnis Atas 

Kekayaan Intelektual, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syraif Hidayatullah Jakarta, Vol. 3 

Nomor 1 (2015), hlm. 6. 
12 Muhammad Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 243. 
13 Purwahid Patrik, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Semarang, 

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 52. 



 

 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap kreditur lain.14 

Pemberian hak tanggungan yang dimana orang adalah perseorangan 

atau benda yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 

terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan, jadi pemberi hak 

tanggungan adalah debitur yang mempunyai hak atas tanah atau pemilikan 

tanah yang berikutnya adalah bangunan yang ada diatas tanah, tetapi juga 

pihak lain, jika benda yang dijaminkan bukan milik si debitur maka penerima 

atau pemegang hak tanggungan adalah orang yang berkedudukan sebagai 

pihak yang berpiutang, penerima atau pemberi hak tanggungan adalah 

kreditur bisa merupakan perorangan atau bank atau badan hukum yang 

berkedudukan.15 

Perjanjian jual beli ini belum melahirkan bentuk hukum jual beli yang 

sempurna karena masih menggantungkan pada syarat tertentu untuk 

memenuhi kesempurnaan konsep jual beli pada umumnya, sehingga 

perjanjian jual beli ini merupakan konsep daripada perjanjian yang 

mempunyai karakterisitik sebagaimana perikatan yang bersyarat yang sesuai 

dengan peraturan pada Pasal 1253 KUHPerdata yaitu suatu perikatan adalah 

bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan 

 

 

 
14 J. Satrio, Hukum Jaminan Dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, P.T Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2007, hlm.196. 
15 Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan 

Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak 

Tanggungan), Bandung, Alumni, 1999, hlm. 49. 



 

 

datang dan yang masih belum tentu akan terjadi,baik secara menangguhkan 

perikatan hingga terjadinya suatu peristiwa tersebut. 16 

Mengenai proses dalam hal pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan 

dengan cara jual beli. Ada dua cara mengalihkan hak atas tanah melalui jual 

beli, yaitu bisa dengan membuat akta tanah jual beli ydengan cara membuat 

perjanjian pengikatan jual terlebih dahulu.17 Dalam hal yang melakukan 

pengalihan hak atas tanah melalui proses jual beli tanah diatur dalam PP 

Nomor 24 Tahun 1997.18 

Akan tetapi dalam kenyataannya, masih ada saja yang awam 

mengenai hukum dengan melangsungkan jual beli tana hanya dengan bukti 

selembar kuitansi bisa atau hanya dengan membuat perjanjian jual beli 

dibawah tangan, hal ini tentu akan menimbulkan suatu kesulakan bagi 

pembeli ketika dia akan mendaftarkan hak atas tanahnya atau terjadi sengketa 

terhadap tanah yang bersangkutan atau ketika melakukan baliknama hak atas 

tanah yang dibelinya ke kantor pertanahan, karena kantor pertanahan 

perjanjian jual beli dibawah tangan tidak menjamin adanya kepastian hukum 

terhadap yang bersangkutan.19 

 

 

 

 

16 Purnamasari Irma Devita, Hukum Perjanjian Perbankan, Bandung, Mizan 

Pustaka, 2014, hlm. 37. 
17 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2001, hlm. 237. 
18 H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, 

hlm.67. 
19 Ni Made Arini, Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) di Denpasar, 

Acta Comitas (2017) Vol.1 : 122-127, Jurnal Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, 

hlm. 126. 



 

 

Maka dari itu dalam melakukan jual beli tanah sebaiknya dilakukan 

dihadapan pejawab yang berwenang yang mengikuti prosedur yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga menjamin 

kepastian hukum yang setiap peralihan hak atas tanah yang timbul daripada 

jual beli maka setiap alihan hak atas tanah yang timbul daripada jual beli maka 

UUPA diwajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihak hak kanrea jual 

beli tersebut..20 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJBB) dengan objek yang dijual beli 

peralihan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan merupakan salah satu 

contoh perjanjian yang mempunyai pitensi untuk adanya konflik hukum, 

salah satunya pada Putusan Nomor 704K/Pdt/2016, pada putusan ini bermula 

saat gugatan yang diajukan oleh TNI Hastuti Sari Sukapti yang menggugat 

Achmad Laili Dimyati, Budiman Fredy Sugiarto, Notaris/PPAT Lydia 

Hendrawati dan Kepala Kantor Pertanahan Demak, yang menjadi dasar gugat 

yang diajukan oleh Hastuti yaitu pada Tahun 2008, Hastuti dikenalkan 

kepada Achmad oleh kakaknya yang bernama Puji Lestari Rukminingtyas. 

Pada saat perkenalan tersebut, Achmad masih memiliki sebuah usaha rumah 

makan bernama Kedai Bamboe yang terletak di Jalan Kyai Jebat Nomor 1, 

Kabupaten Demak.21 

Pada tahun 2009, Achmad meminjam uang dengan Hastuti. Dalam 

menjalankan usaha rumah makannya, Achmad mengalami kegagalan usaha 

 
 

20 Ibid. 
21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/PDT/2016. 



 

 

sehingga mengakibatkan Achmad tidak bisa membayar utangnya. Maka dari 

itu untuk melunasi utangnya Achmad menawarkan kepada Hastuti untuk 

membeli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro dan 

Hastuti menyetujui penawaran tersebut. Selanjutnya, untuk menguatkan 

perjanjian jual beli dihawah tangan tersebut, Achmad menemui 

Notaris/PPAT Nurma Ningsih, S.H., M.Kn. dengan maksud meminta 

dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli. 

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 78 tersebut, Hastuti hanya 

membeli objek sengketa seluas  350 m2 saja yang berupa tanah dan 

bangunan rumah makan Kedai Bamboe dari keseluruhan tanah objek 

sengketa atas nama Achmad yaitu seluas  497 m2 . Sisa tanah dari objek 

sengketa tersebut seluas  147 m2 terdiri dari bangunan permanen berupa 2 

(dua) toko milik Achmad. Kemudian, sisa luas tanah tersebut dibeli juga 

oleh Hastuti dengan harga Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). 

Pembayaran dilakukan pada tanggal 4 April 2012 dengan menyerahkan uang 

tunai sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari Hastuti kepada 

Achmad dengan memberikan tanda terima berupa kuitansi dan selanjutnya 

dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan tertanggal 4 April 

2012 serta Surat Pernyataan dari Achmad yang menyatakan telah 

menyerahkan bangunan permanen berupa 2 (dua) toko diatas tanah seluas  

147 m2 yang merupakan bagian dari keseluruhan objek sengketa kepada 



 

 

Hastuti.22 

 
Hastuti sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut 

merasa tidak nyaman karena Budiman terus mengganggu walaupun Hastuti 

menguasai objek sengketa tersebut. Budiman sebenarnya telah mengetahui 

sebelumnya bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Achmad kepada 

Hastuti dan Budiman pun mengetahui bahwa secara fisik objek sengketa 

tersebut telah dikuasai oleh Hastuti yang dititipkan kepada Puji, tetapi 

Budiman tetap melakukan jual beli terhadap objek sengketa tersebut dan 

telah menguasai objek sengketa dengan memegang Sertipikat Hak Milik 

Nomor 1035/Bintoro. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Hastuti 

sebagi pembeli yang lebih dulu melakukan perjanjian jual beli terhadap 

objek sengketa tersebut. 

Akta Jual Beli yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2013 antara Achmad 

dengan Budiman oleh Notaris/PPAT Lydia ternyata tidak disertai dengan 

nomor akta dan pada saat pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli 

tersebut, objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro 

masih dalam jaminan utang di Bank CIMB Niaga, karena objek sengketa 

yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1035/Bintoro tersebut baru akan 

dikeluarkan dan di roya pada tanggal 13 Mei 2013, sedangkan pembuatan 

Akta Jual Beli tersebut dilakukan pada tanggal 11 Mei 2013. Sehingga 

pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan 

 

 
22 Ibid. 



 

 

melawan hukum. 

 
Dalam praktik kenotariatan tentunya telah banyak kasus mengenai 

pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu 

atau para pihak dalam pembuatan perjanjian atau oleh notaris/PPAT sebagai 

pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, baik yang 

disebabkan karena kelalaian maupun kesengajaan guna untuk memperoleh 

keuntungan sendiri. Salah satu contoh adalah dalam hal pembuatan akta 

perjanjian jual beli hak atas tanah yang objeknya masih menjadi jaminan di 

bank. Hal tersebut nantinya bisa menimbulkan sengketa bagi beberapa pihak 

yang telah beriktikad baik dalam melakukan perjanjian pengikatan jual beli 

tersebut karena objek dalam perjanjian pengikatan jual beli masih menjadi 

jaminan di bank. Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat judul yang berjudul “PERJANJIAN PENGIKATAN 

JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG TERIKAT JAMINAN BANK 

(Studi Putusan Nomor 704 K/PDT/2016)” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimanakah Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah yang 

terkait jaminan bank Berdasarkan Putusan Nomor 704K/Pdt.G/2016? 

2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap perjanjian jual beli tanah yang 

terkait jaminan bank Berdasarkan Putusan Nomor 704K/Pdt.G/2016 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Keabsahan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli Hak Atas Tanah Terikat Jaminan Bank Berdasarkan Putusan 

Nomor 704K/Pdt.G/2016. 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum Terhadap Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah yang Terikat Jaminan Bank 

Berdasarkan Putusan Nomor 704K/Pdt.G/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Untuk manfaat teoritis dapat diharapkan membantu memberikan 

sumbangsih pemikiran baru kepada para akademisi, praktisi, dan para 

pembaca secara umum atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum perdata mengenai 

perjanjian jual beli yang terikat jaminan bank. 

2. Manfaat Praktis 

 

Memberikan data atau informasi terkait bidang ilmu yang telah diperoleh 

dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis 

berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah 

yang ada, khususnya mengenai perjanjian jual beli yang terikat jaminan 

bank. 



 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian ini hanya membahas mengenai perjanjian 

pengikatan hak atas tanah yang terjadi di Indonesia, yang dimana Sesusai 

dengan permasalahan yang akan dibahas dan latar belakang permasalahan 

yang diangkat, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan 

skripsi ini dengan dua rumusan permasalahan yaitu keabsahan perjanjian 

pengikatan hak atas tanah dan akibat hukum perjanjian pengikatan hak atas 

tanah adalah perjanjian jual beli yang terikat jaminan bank pada kasus 

Putusan Nomor 704K/Pdt.G/2016. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Perjanjian 

 

Buku Ke-III KUPerdata yang mengatur dimana tentang 

tercakup pula istilah, dikenal dengan isitlah perikatan, perutangan, dan 

perjanjian sedangkan 2 lagi adalah perjanjian dan persetujuan.23 

Perjanjian itu sendiri telah ditaur dalam Buku III dan bab II 

KUHPerdata yang pada pasal 1313 KUHPer.24 

Memahami istilah mengenai perikatan dan perjaniian terdapat 

beberapa pendapat para ahli. Salah satunya adalah menurut Subekti 

yaitu memberikan definisi mengenai perikatan dan perjanjian yaitu 

sebagai berikut: 

 

 
 

23 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 

2009, hlm. 41. 
24 Ibid. 



 

 

“Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan 

hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, 

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan 

tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”25 

Membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam 

perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung 

dalam buku III KUHPerdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak 

yang bukan berarti boleh memuat perjanjian yang secara bebas, 

melainkan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk sahnya 

perjanjian, maksud kebebsan berkontrak ini menentukan isi daripada 

perjaniian sepanjang juga tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam 

keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang 

dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang diangkat maka teori 

perjanjian ini akan menguatkan dari segi dasar mengenai perjanjian 

terlebih lagi khusus mengenai perjanjian pengikatan jual beli hak atas 

tanah yang terikat jaminan bank. 

2. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepastian merupakan keadaan yang asti, ketentuan yang 

bertetapan, hukum secara hakikinya harus pasti dan adil, pasti sebagai 

 

 
25 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 1. 



 

 

pedoman kelakuan yang adil karena pedoman kelakuakn itu harus 

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar sebagai suatu tempat untuk 

mendapatkan kepastian secara pasti.26 

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.27 

3. Teori Jaminan 

 

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, 

dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan 

utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila 

dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si 

debitur.28 

Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada 

pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman 

 

 

 

 

26 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Yogyakarta, Pressindo, 2010, hlm. 60. 
27 Riduan Syahrini, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya, 1999, 

hlm. 23. 
28 Veithzal Rivai, Islamic Management, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 

666-667. 



 

 

tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis 

pembiayaan.29 

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus 

dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati- 

hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang 

dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang 

sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah 

kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas 

harga yang sesungguhnya. 

Menurut Hasanuddin Jaminan merupakan tanggungan yang 

diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak 

debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi 

kewajibannya dalam suatu perikatan.30 Sehingga pihak yang telah 

melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus 

mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang 

telah diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi 

kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut. 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 
 

 

 

 

 
 

29 Ibid. 
30 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 

Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 175. 



 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, 

maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas, 

sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sifat 

penelitian yang digunakan adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan 

atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan 

fakta (fact finding) yang sebenarnya.31 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

1) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute 

Approach) 

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis 

untuk mengetahui landasan yuridis normatif terkait perjanjian 

pengikatan jual beli tanah dan bentuk perlindungan hukum 

terhadap pihak yang dirugikan akibat masih terikat jaminan bank. 

2) Pendakatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Penulis menggunakan pendekatan normatif juga menggunakan 

pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. 

Pendekatan konseptual digunakan oleh penulis untuk memberikan 

penjelasan terkait konsep mengenai permasalahan yang tengah 

diangkat. 

 

31 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial,Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993, 

hlm. 31. 



 

 

3) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Penulisan ini dalam penelitian hikum a quo juga menggunakan 

pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan dilakukan 

dengna melakukan telaah terhadap kasus yang telah memperoleh 

kekuatan hukum mengikat dari pengadilan. 

3. Sumber Bahan Hukum 

 

1) Bahan Hukum Primer 

 

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum 

mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau 

memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang 

berkepentingan.32 Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

 

c) Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan (Lembaran Negara Nomor 3632); 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 3696) 

e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Lembaran Negara Nomor 

3746); 

f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/PDT/2016. 
 

 
 

32 Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 44. 



 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

 

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan 

hukum primer berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

Bahan hukum sekunder bermanfaat bagi penulis untuk 

memberikan acuan dalam melakukan penulisan hukum.33 Bahan 

hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, media cetak, media 

elektronik dan hasil penelitian yang terdahulu. 

 

 

 

3) Bahan Hukum Tersier 

 

Merupakan semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.34 Meliputi 

bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif, maka metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi sebagaimana 

merupakan cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan 

menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen- 

dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta 

bahan lain yang terkait dengan penelitian.35
 

5. Analisis Bahan Hukum 
 

 

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Pernada Media 

Group, 2006, hlm. 155. 
34 Soerjono Soekanto, Op. cit, hlm. 52. 
35 Ibid. 



 

 

Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode 

pendekatan kualitatif. Yaitu dengan menguraikan data yang diolah 

secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan 

bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan 

masalah yang diteliti.36 Dalam konteks studi kasus hukum, metode 

analisis yang sering digunakan yaitu Content Analysis Method. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan 

masalah atas pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara 

singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.37 Penarikan 

kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu fakta 

umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu 

kesimpulan yang bersifat lebih khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Pater Mahmud, Marzuki, Op.cit. hlm. 41. 
37 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 

93. 
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